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Hal : Penyampaian Usulan Rencana Aksi

Direktorat Jenderal HAM Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal

c.q. Biro Perencanaan
Kementerian Hukum dan HAM
di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-1261 Tanggal
28 November 2023 hal Permohonan Usulan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024, maka
bersama ini dengan hormat kami sampaikan data dukung berupa matriks usulan rencana aksi
Direktorat Jenderal HAM tahun anggaran 2024 yang terdiri dari:
1. Sasaran Program I: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM (1
Rencana Aksi Pusat);
2. Sasaran Program II: Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (5 Rencana Aksi Pusat
dan 4 Rencana Aksi Wilayah)
Demikian disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal HAM
Sekretaris Direktorat Jenderal HAM

‘#KUMHAMPASTI

Aman Riyadi
NIP. 196602231990011001

Tembusan :
Direktur Jenderal HAM

hitps:ibsre_bssn.go idfverifikasi


http://www.ham.go.id/
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MATRIKS RENCANA AKSI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024
USULAN UNIT : DIREKTORAT JENDERAL HAM (REV BOROBUDUR)
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Meningkatnya

Implementasi Hak

Asasi Manusia

Indikator : Indeks

Hak Asasi Manusia

Indonesia

1606- Kerja
Sama HAM

1604 -Diseminasi
dan Penguatan
HAM

1607 —
Pelayanan
Komunikasi
Masyarakat*

1605 -
Pelayanan
Informasi HAM*

5853 - Analisa,
Penyiapan dan
Laporan

Instrumen Hak
Asasi Manusia

Terwujudnya
RANHAM

Indikator:

Persentase
capaian
pelaksanaan
RANHAM

1. Pelaksanaan
Stranas Bisnis
dan HAM

2. Diseminasi
dan Penguatan
HAM

3. Penanganan
Dugaan
Pelanggaran
HAM

4. Layanan
Pemenuhan
Data dan
Informasi HAM

5. Instrumen
HAM

B 01

1. Implementasi
Perpres Nomor 60
Tahun 2023 tentang
Strategi Nasional
Bisnis dan Hak Asasi
Manusia (BHAM)

2. Pembentukan Tim
Penyusunan Modul
terkait BHAM dan
PRISMA

3. Pembentukan Tim
Penyusunan SOP
Penanganan
Pengaduan Dugaan
Pelanggaran BHAM

4. Pembentukan Tim
Pengembangan
Aplikasi PRISMA

1. SK Tim
Pelaksana
Strategi
Nasional BHAM

2. SKTim
Pelaksana
Penyusunan
Modul terkait
BHAM dan
PRISMA

3. SKTim
Penyusunan
SOP

4. SK Tim
Pelaksana
Pengembangan
Aplikasi

1. Direktorat
Kerja Sama
HAM

2. Direktorat
Diseminasi dan
Penguatan
HAM

3. Direktorat
Pelayanan
Komunikasi
HAM

4. Direktorat
Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM

5. Direktorat
Instrumen
HAM

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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PRISMA.
B 02 | 1. Rapat penyusunan | 1. Draft
draft Rancangan Rancangan
Peraturan Peraturan
Menkumham tentang | Menkumham
tata kerja GTN dan tentang tata
GTD BHAM kerja GTN
BHAM dan GTD
BHAM
2. Penyusunan 2. Draft Modul
Modul terkait BHAM terkait BHAM
dan PRISMA dan PRISMA
3. Penyusunan SOP 3. Draft SOP
Penanganan '
Pengaduan Dugaan
Pelanggaran BHAM
4. Penyusunan
Modul 4. Draft Modul
Pengembangan
Aplikasi PRISMA
B 03 | 1. Rapat Penajaman | 1. Laporan
Aksi Bisnis dan HAM | Rapat

2. Uji Coba Modul

Penajaman Aksi
Bisnis dan HAM

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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terkait BHAM dan 2. Laporan Uji
PRISMA Coba Modul

terkait BHAM
dan PRISMA
3. Reviu SOP 3. Laporan
Penanganan Reviu
Pengaduan Dugaan
Pelanggaran BHAM
4. Uji Coba Modul 4. Laporan Uji
Pengembangan Coba Modul
Aplikasi PRISMA
B 04 | 1. Rapat 1. Laporan
Kesekretariatan Rapat

Bisnis dan HAM

2. Pelaksanaan ToT
Modul terkait BHAM
dan PRISMA

3. Pelaksanaan ToT
SOP Penanganan

Pengaduan Dugaan
Pelanggaran BHAM

Kesekretariatan
Bisnis dan HAM

2. Laporan

Pelaksanaan
ToT Strategi
terkait BHAM
dan PRISMA

3. Laporan
Pelaksanaan
ToT SOP
Penanganan
Pengaduan
Dugaan

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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Pelanggaran
BHAM

4. Laporan
4. P.elal.(sanaan ToT Pelaksanaan
Aplikasi PRISMA ToT Aplikasi
PRISMA.
B 05 | 1. Pelaksanaan 1. Laporan

Bimtek Stranas
Bisnis dan HAM

2. Pelaksanaan ToT
Modul terkait BHAM
dan PRISMA

3. Pelaksanaan ToT
SOP Penanganan

Pengaduan Dugaan
Pelanggaran BHAM

4. Pelaksanaan ToT
Aplikasi PRISMA

Bimtek Stranas
Bisnis dan HAM

2. Laporan

Pelaksanaan
ToT Strategi
terkait BHAM
dan PRISMA

3. Laporan
Pelaksanaan
ToT SOP
Penanganan
Pengaduan
Dugaan
Pelanggaran
BHAM

4. Laporan
Pelaksanaan
ToT Aplikasi

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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PRISMA.

B 06 | 1. Pelaksanaan 1. Laporan
Bimtek Stranas Bimtek Stranas
Bisnis dan HAM Bisnis dan HAM
2. Pelaksanaan ToT 2. Laporan
Modul terkait BHAM | Pelaksanaan
dan PRISMA ToT Strategi

terkait BHAM
dan PRISMA
3. Pelaksanaan ToT 3. Laporan
SOP Penanganan Pelaksanaan
Pengaduan Dugaan ToT SOP
Pelanggaran BHAM Penanganan
Pengaduan
Dugaan
Pelanggaran
BHAM
4. Pelaksanaan ToT s’.ell_:kpsc:::an
Aplikasi PRISMA
piKas! ToT Aplikasi
PRISMA.
B 07 | 1. Pelaksanaan 1. Laporan

Bimtek Stranas
Bisnis dan HAM

Bimtek Stranas
Bisnis dan HAM

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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2. Pendampingan
Pelaksanaan
Implementasi
Stranas BHAM K/L/D
(Diseminasi dan
Penguatan,
Pelayanan
Komunikasi HAM
dan Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM)

2. Laporan
Pendampingan
(Diseminasi dan
Penguatan,
Pelayanan
Komunikasi
HAM dan
Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM)

B 08

1.a. Koordinasi dan
Supervisi dengan
K/L dan Pemerintah
Daerah mengenai
pelaksanaan dan
pelaporan Aksi
Bisnis dan HAM

1. b. Pembentukan
Tim Helpdesk BHAM

2. Pendampingan
Pelaksanaan
Implementasi
Stranas BHAM K/L/D

1.a. Surat
Koordinasi ke
Kementerian/
Lembaga/Daera
h tentang
pelaksanaan
dan pelaporan
Aksi Bisnis dan
HAM

1. b. SK Tim
Helpdesk BHAM

2. Laporan
Pendampingan
(Diseminasi dan
Penguatan,

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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(Diseminasi dan
Penguatan,
Pelayanan
Komunikasi HAM
dan Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM)

Pelayanan
Komunikasi
HAM dan
Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM)

B 09

1. Persiapan
Verifikasi Aksi Bisnis
dan HAM

2. Pendampingan
Pelaksanaan
Implementasi
Stranas BHAM K/L/D
(Diseminasi dan
Penguatan,
Pelayanan
Komunikasi HAM
dan Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM)

1. Surat
Koordinasi ke
GTN BHAM
terkait Persiapan
Verifikasi Aksi
Bisnis dan HAM

2. Laporan
Pendampingan
(Diseminasi dan
Penguatan,
Pelayanan
Komunikasi
HAM dan
Sistem
Teknologi dan
Informasi HAM)

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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B 10 | 1. Verifikasi Aksi 1. Laporan
Bisnis dan HAM Verifikasi Aksi
Bisnis dan HAM
2.a. Penyusunan Tim
Instrumen 2.a. SKTim
Monitoring dan
Evaluasi Implemntasi 2. b. Laporan
BHAM Instrumen
Monitoring dan
2. b. Penyusunan Evaluasi
Instrumen Implemntasi
Monitoring dan BHAM
Evaluasi Implemntasi
BHAM
B 11 | 1.a. Monitoring dan 1.a. Laporan
Evaluasi Capaian Monitoring dan
Aksi Bisnis dan HAM | Evaluasi
Capaian Aksi

1.b. Penyampaian
Laporan
Pelaksanaan
Penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM
oleh Tim Helpdesk

Bisnis dan HAM

1.b. Laporan
Pelaksanaan

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO




Meningkatnya
Implementasi Hak
Asasi Manusia

Indikator : Indeks

Hak Asasi Manusia

Indonesia

8

2. Pelaksanaan
Monitoring dan

Evaluasi 2. Laporan
Implementasi BHAM Pelaksanaan
Monev

B 12 | 1. Penyusunan 1. Laporan
Laporan Tahunan Tahunan Aksi
Aksi Bisnis Dan HAM | Bisnis Dan HAM
Ke Presiden Ke Presiden
2. Penyusunan 2. Laporan
Laporan Implementasi
Implementasi
Stranas BHAM

Kurangnya 5255 - Meningkatnya 1. Fasilitasi B 01 | Rapat Koordinasi Laporan hasil Kadiv Yankum

pemahaman Penyelenggaraan | Pemerintah Pelaksanaan terkait persiapan koordinasi (Bidang HAM)

Masyarakat, Pemajuan Ham di | Daerah yang Strategi pembentukan Gugus | persiapan

Pemerintah Daerah, | Wilayah Melaksanakan Nasional Bisnis Tugas Daerah (GTD) | pembentukan

dan Pelaku Usaha Program Aksi Hak | dan HAM BHAM GTD BHAM

terkait Bisnis dan Asasi Manusia ) .

HAM di Wilayah serta Kepuasan 2. Diseminasi B 02 | Rapat penyusunan Draft SK GTD
Masyarakat dan Pepggatan draft SK GTD BHAM | BHAM
terhadap Layanan | MAM & YN e T TSk 6TD BrAM
Pengaduan Hak | 3 penanganan BHAM sesuai sesuai Perpres
Asasi Manusiadi | pugaan Perpres No. 60 No. 60 Tahun
Kewilayahan Pelanggaran Tahun 2023 2023

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO



2 3 5 6 7 8 9 10
Indikator: HAM di Wilayah | B 04 | Rapat Laporan Rapat
Kesekretariatan GTD | Kesekretariatan

1. Persentase BHAM GTD BHAM
pelaksanaan
RANHAM di
kewilayahan

B 05 | Pelaksanaan Bimtek | Laporan Bimtek
2. Persentase terkait Stranas Bisnis | Stranas Bisnis
K/L/D yang dan HAM dan HAM
mendapatkan
diseminasi dan B 06 | Pelaksanaan Bimtek | Laporan Bimtek
Penguatan Hak terkait Stranas Bisnis | Stranas Bisnis
Asasi Manusia dan HAM dan HAM
terhada.p total B 07 | 1.a. Pelaksanaan 1.a. Laporan
K"‘"_) di Bimtek terkait Bimtek Stranas
kewilayahan Stranas Bisnis dan | Bisnis dan HAM
3. Persentase HAM
dugaan 1. b. Pendampingan
pelanggaran Hak Pelaksanaan Uji 1. b. Laporan
Asasi Manusia Tuntas melalui pendampingan
yang Pengisian Aplikasi
ditindaklanjuti PRISMA
oleh pemangku
kepentingan di B 08 | 1. Pelaksanaan 1. Laporan

kewilayahan

Bimtek terkait
Stranas Bisnis dan
HAM

Bimtek Stranas
Bisnis dan HAM

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO




2 3 7 8 9 10
2. Pendampingan 2. Laporan
Pelaksanaan Uji pendampingan
Tuntas melalui
Pengisian Aplikasi
PRISMA

B 09 | 1. Pelaksanaan 1. Laporan
Bimtek terkait Bimtek Stranas
Stranas Bisnis dan Bisnis dan HAM
HAM
2. Pendampingan
Pelaksanaan Uji 2. Laporarl
Tuntas melalui pendampingan
Pengisian Aplikasi
PRISMA

3. Laporan
3. Pelaksanaan Pelaksanaan
Penanganan
Pengaduan
permasalahan BHAM

B 10 | 1. Monitoring dan 1. Laporan
Evaluasi Capaian Monitoring
Aksi dan Capaian Aksi
Implementasi dan
Pelaksanaan Stranas | Implementasi

BHAM

Bisnis dan HAM
Daerah

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO




2 3 7 8 9 10

2. Laporan
Pelaksanaan

2. Pelaksanaan

Penanganan

Pengaduan

permasalahan BHAM

B 11 | 1. Evaluasi Capaian 1. Laporan

Aksi dan Evaluasi

Implementasi Capaian Aksi

Pelaksanaan Stranas | dan

BHAM Daerah Implementasi
Pelaksanaan
Bisnis dan HAM
Daerah

2. Pelaksanaan 2. Laporan

Pengaduan

permasalahan BHAM

B 12 | 1. Penyampaian 1. Laporan
Laporan Monev dan | Monev dan

Tindak Lanjut Aksi
serta Implementasi
Pelaksanaan Bisnis
dan HAM Daerah

Tindak Lanjut
serta
Implementasi
Aksi Bisnis dan
HAM Daerah

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO
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2. Evaluasi
penanganan dugaan
pelanggaran/permas
alahan BHAM

2. Laporan
Evaluasi dugaan
pelanggaran/per
masalahan
BHAM

*Masih menggunakan nomenklatur KRO-RO




